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Abstrak
 

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang dibuat oleh

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertujuan untuk

memberikan hak belajar kepada mahasiswa di luar program studi selama tiga semester untuk menambah

pengalaman serta wawasan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Kebijakan MBKM lahir

ditandai dengan terbitnya Permendikbudikti No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi. Universitas Indonesia merupakan perguruan tinggi yang telah berkomitmen untuk

mengimplementasikan kebijakan MBKM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan

gambaran bagaimana implementasi kebijakan MBKM itu telah dilangsungkan pada level fakultas yaitu pada

Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia yang merupakan fakultas baru yang berkomitmen

penuh untuk mengimplementasikan kebijakan MBKM menggunakan teori implementasi kebijakan publik “

A model of the Policy Implementation Process” yang merupakan teori dari Van Meter dan Van Horn.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode post-positivist, teknik pengumpulan data primer melalui

wawancara mendalam serta data sekunder dengan menggunakan studi pustaka, serta analisis yang bersifat

kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan MBKM di Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Indonesia sudah sangat baik karena setiap agen pelaksana kebijakan sangat aktif dan

berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikannya. Namun, ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk

menjadi perbaikan kedepannya yaitu untuk diarahkan pada perbaikan dalam koordinasi, komunikasi, dan

evaluasi kebijakan yang belum maksimal; dan diperlukannya peraturan pelaksanaan MBKM di lingkungan

Universitas Indonesia, sehingga program studi memiliki guideline dan tidak menginterpretasikan kebijakan

MBKM secara sendiri-sendiri.

......Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Policy is a policy established by the Ministry of

Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) with the aim of granting students the

right to study outside their study programs for three semesters to enhance their experience and insights,

enabling them to adapt to the changing times. The MBKM policy was initiated with the issuance of

MoECRT Regulation No. 3 of 2020 on National Standards for Higher Education. The University of

Indonesia is a higher education institution committed to implementing the MBKM policy. Therefore, this

research aims to provide an overview of how the implementation of the MBKM policy has taken place at the

faculty level, specifically at the Faculty of Public Administration at the University of Indonesia, which is a

newly established faculty fully committed to implementing the MBKM policy. The study utilizes the public

policy implementation theory, "A Model of the Policy Implementation Process," by Van Meter and Van

Horn. The research adopts a post-positivist approach, employing primary data collection through in-depth

interviews and secondary data collection through literature reviews, with qualitative analysis. The results of

this research indicate that the implementation of MBKM at the Faculty of Public Administration at the
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University of Indonesia has been quite effective, as each policy executor is actively involved in its

implementation. However, there are certain aspects that need improvement in terms of coordination,

communication, and policy evaluation. Additionally, there should be regulations governing the

implementation of MBKM within the University of Indonesia to provide guidelines for study programs and

prevent individual interpretations of the MBKM policy.


